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KATA PEN GANT AR 

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utarna sebagairnana amanat 
Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu [ungsi legislasi, [ungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan 

juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalarn melaksanakan 
politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan 
DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap 
undang-undang. 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat - - 

-. 

- 

- 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI 
dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan 

menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat 
dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 

Undang·Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) 
merupakan salah satu undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 
Prioritas Tahun 2020 sejak berlaku pada 21 November 2011. Selain itu terdapat frasa 
dalam pasal di UU OJK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, dan 
beberapa pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang lain.  

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU OJK yang dinyatakan 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh 
undang-undang lain, dan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan. Dokumen 
tersebut kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini 

terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi 

undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, peraturan 
pelaksana dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. 

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat mempermudah dalam 
memahami penormaan UU OJK untuk kemudian dilakukan pendalaman mengenai 
pelaksanaannya sebagai bahan masukan bagi DPR RI pada khususnya, serta dapat 
memberikan informasi hukum kepada masyara kat pada umumnya. 

Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

Ora, Tanti Sumartmi. M,Si. 
NIP. 196310011988032001 
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DAFTAR PERATURAN PELAKSANA 

No. Pasal yang Peraturan Pelaksana 

Mengamanatkan 

1. Pasal 14 ayat (1) Keppres No. 67/P/2012 tentang Pengangkatan Dalam 

Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 

2. Pasal 24 ayat (9) Belum ditetapkan 

3. Pasal 25 ayat (3) Belum ditetapkan 

4. Pasal 26 ayat (4) Belum ditetapkan 

5. Pasal 27 ayat (3) Belum ditetapkan 

6. Pasal 31 Peraturan OJK No. 1/POJK.07 /2013 tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

7. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Dewan Komisioner OJK No.Ol/17 /PDK/Xll/2012 

tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan 

8. Pasal 33 ayat (4) Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 

01/17 /PDK/Xll/2012 Tentang Kode Etik Otoritas Jasa 

Keuangan 

9. Pasal 33 ayat (SJ Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 

01/17 /PDK/Xll/2012 Tentang Kode Etik Otoritas Jasa 

Keuangan 

10. Pasal 34 ayat (3) Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 44/KDK.02/2014 

tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2015 

11. Pasal 35 ayat (4) Belum ditetapkan 

12. Pasal 37 ayat (6) PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa 

Keuangan 

13. Pasal 38 ayat (10) Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1 /PDK.01/2015 

-- 
tentang Laporan Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan 

14. Pasal 65 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

416/KMK.01/2012 tentang Penggunaan Kekayaan Negara, 

dan Dokumen yang Dimiliki dan/atau Digunakan 

Kementerian Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2011 

TENTANG 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu 
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di 
dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, 
adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan 
sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, 
dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, 
tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap 
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, 
independen, dan akuntabel; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk UndangUndang tentang 
Otoritas Jasa Keuangan; 

.... 

- 

... 

.- 

Mengingat: L Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 Undang-UndangDasar Negara 
Republik lndonesiaTahun 1945; 

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4962); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS )ASA KEUANGAN. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang 
independen dan bebas dari campur tanean pihak lain.1 yang mempunyai fungsi, 
tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

2. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. 

3. Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin 
pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan 
tugasnya kepada Dewan Komisioner. 

4. Lembaga Jasa Keuangan adalah lernbaga yang rnelaksanakan kegiatan di sektor 
Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pernbiayaan, dan 
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang­ 
undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. 

6. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan 
perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal. 

1 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 1 frasa "den bebas dari campur tangan pihak 
lain" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
dengan Putusan MK Nomor 24/PUU-Xll/2014. 

- 

O:• Pasalfayat tersebut be I urn dtttndaklanjuu dengan perubahan undang-undang ini. 
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7. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, 

yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui 

pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat 

pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang 

tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan 

usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, 

penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria, sebagaimana dimaksud dalam undang­ 

undang mengenai usaha perasuransian. 

8. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang 

menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

mengenai dana pensiun. 

9. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. 

10. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga 

pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan 

lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, 

meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai 

pergadaian, penjarninan, lembaga pernbiayaan ekspor Indonesia, perusahaan 

pembiayaan sekunder perurnahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat 

wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

11. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, 

mengikat secara umum, dan diundangkan dalarn Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

12. Peraturan Dewan Komisioner adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan 

Komisioner dan mengikat di lingkungan internal OJK. 

13. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

14. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan. 

15. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan 

pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada 

Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan 

peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor 

jasa keuangan. 

16. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia. 

17. Gubernur Bank Indonesia adalah pernimpin merangkap anggota Dewan Gubernur 
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Bank Indonesia. 

18. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan. 

19. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan adalah pemimpin merangkap 

anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. 

20. Ex-officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan 

kewenangannya pada lembaga lain. 

21. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Kornisioner yang bertugas mengawasi 

kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etlk. 

22. Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas melakukan 

evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen 

risiko OJK. 

23. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas untuk 

memilih dan menetapkan calon anggota Dewan Komisioner untuk disampaikan 

kepada Presiden. 

24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 

25. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuani:an adalah forum koordinasi yane 
dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang anggotanya terdiri 
ams Mc::nted Ke:uam:an sclaku koordiualQ.t menm�kap an�wtt, fiubernur 
lli).ak lndnnestn sidulm anuom, Kctua Dewan Komi5lonC'r Lt:mb+nza ecnJamfn 
Simpaoan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner O(K selaku aneeota,2 

BAB II 

PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK. 

(2) OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang 
secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 3 

(1) OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. 

z Pasal 1 angka 25 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krtsrs Srstem Keuangan. 

- 
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BAB III 

TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG 

Pasal 4 

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 
a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 
dan 

c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. 

PasalS 

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 

Pasal6 

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:mencapai perdamaian 
antara korban dan Anak; 
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufa, OJK mempunyai wewenang: 

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 
1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar. 

rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, 
konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 

2. kegiatan usaha bank, antara lain surnber dana, penyediaan dana, produk 
hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa: 

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 
1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal 

minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap 
simpanan, dan pencadangan bank; 

2. la po ran bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 
3. sistem informasi debitur; 
4. pengujian kredit (credit testing); dan 
5. standar akuntansi bank; 

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatihatian bank, meliputi: 
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1. manajemen risiko; 

2. tata kelola bank; 

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan 

d. pemeriksaan bank. 

Pasal 8 

Untuk rnelaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK 

mempunyai wewenang: 
a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 

b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 
d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 
e. rnenetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 
f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap 

Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 

g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada 
Lembaga Jasa Keuangan; 

h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan 
menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 

i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan. 

Pasal9 

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK 
mempunyai wewenang: 
a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan 

tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang 
kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang­ 
undangan di sektor jasa keuangan; 

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak 
tertentu; 

e. melakukan penunjukan pengelola statuter; 
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter; 
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan 
h. memberikan dan/atau mencabut: 

1. izin usaha; 
2. izin orang perseorangan; 
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3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 

4. surat tanda terdaftar; 

5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 
6. pengesahan; 

7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 

8. penetapan lain, 

sebagairnana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor [asa 

keuangan. 

BABIV 

DEWAN KOMISIONER 

Bagian Kesatu 

Struktur Dewan Komisioner 

Pasal 10 

(1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner. 

(2) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan 

kolegial. 

(3) Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden. 

(4) Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 

a. seorang Ketua merangkap anggota; 
b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; 

c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; 

d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; 
e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; 

f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota; 

g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen; 
h. seorang anggota Ex-officio dan Bank Indonesia yang merupakan anggota 

Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan 

i. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat 

setingkat ese\on I Kementerian Keuangan. 

(5) Anggota Dewan Kornisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak 

suara yang sama. 
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- Bagian Kedua 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

(4) Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisioner 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lama 5 (lirna) hari 
kerja setelah ditetapkannya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(6) Panitia Seleksi melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota Dewan 
Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(7) Panitia Seleksi mengumumkan nama calon yang telah lulus seleksi administratif 
untuk mendapatkan masukan dari rnasyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja 
sejak berakhirnya waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Panitia 
Seleksi dalam waktu 12 (dua belas) hart kerja terhitung sejak tanggal diurnumkan. 

(9) Panitia Seleksi melakukan penilaian dan pemilihan serta menyarnpaikan calon 
anggota Dewan Komisioner kepada Presiden sebanyak 3 (tiga) orang calon untuk 
setiap anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan, paling lama 12 (dua belas) 
hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8). 

Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja secara terus 
menerus. 

(5) 

(3) 

Pasal 11 

(1) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf 
a sampai dengan huruf g dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan cal on 
anggota yang diusulkan oleh Presiden. 

(2) Pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisioner untuk diusulkan 
kepada Presiden sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia 
Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden: 
a. paling singkat 6 (enarn) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota 

Dewan Komisioner; atau 
b. paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan 

pemberhentian anggota Dewan Komisioner karena alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f 

huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j . 

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan 9 (sembilan) 
orang yang terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat. 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

.... 

Pasal 12 

(1) Presiden memilih dan menyampaikan calon anggota Dewan Komisioner sebanyak 
2 (dua) orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung 
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sejak tanggal diterimanya nama calon anggota Dewan Komisioner dari Panitia 

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9). 

(2) Dari calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Presiden mengajukan sebanyak 2 (dua) orang calon anggota Dewan Komisioner 
untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Ketua Dewan Komisioner. 

(3) Calon anggota Dewan Komisioner yang tidak terpilih rnenjadi Ketua Dewan 
Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan untuk dipilih 
sebagai anggota Dewan Komisioner oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisioner sesuai 
dengan jumlah anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan, paling lama 45 
(empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya namanama calon anggota Dewan 

Komisioner dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Calon anggota Dewan Komisioner terpilih disarnpaikan Dewan Perwaki\an Rakyat 
kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja sejak selesainya proses pemilihan 
calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Presiden mengangkat dan rnenetapkan calon terpilih sebagai anggota Dewan 
Komisioner paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 

diterirnanya nama calon anggota Dewan Komisioner terpilih dari Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Pasal 13 

(1) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf 
h diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia. 

(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf 
i diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan. 

Pasal 14 

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden.! 

(2) Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g diputuskan berdasarkan 
rapat Dewan Komisioner dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner. 

(3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf a 
sampai dengan huruf g diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk 1 (satu] kali masa jabatan. 

1 Pasal ini telah drtetepkan peraturan pelaksananya dengan Keputusan Presiden No 67 /P/2012 
tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 

(4) 

(1) 

..... 
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Pasal 15 

Syarat calon anggota Dewan Komisioner sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(4) huruf a sampai dengan huruf g adalah sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 
b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik; 

c. cakap melakukan perbuatan hukum; 
d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang 

menyebabkan perusahaan tersebut pailit; 
e. sehat jasmani; 
f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh Hrna) tahun pada saat ditetapkan; 

g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan; dan 

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. 

Pasal 16 

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner sebelum memangku 

jabatannya wajib rnengucapkan sumpah atau janji menurut agarna atau 

kepercayaannya di hadapan Mahkarnah Agung . 

(2) Bunyi lafal surnpah atau [anu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ada\ah sebagai 

berikut: 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua/anggota 
Dewan Komisioner OJK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih 
apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada 

siapapun". 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatan inf, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dart 
siapapun sesuatujanji atau pemberian dalam bentuk apapun". 

"Soya bersumpah/berjanj1 bahwa soya akan melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagai Ketua/Wakil Ketua/anggota Dewan Komisioner OJK dengan sebaikbaiknya 
dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang· 
undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut". 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa soya akan setia kepada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Undanq-Undanq Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945". 

(1) 

Pasal 17 

Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelurn masa jabatannya 

berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: 

a. meninggal dunia; 
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b. mengundurkan diri; 

c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali; 
d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan 

secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan 
berturut-turut; 

e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 
(tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

f. tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota Ex­ 

officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) hurufh; 
g. tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon J pada Kementerian Keuangan bagi 

anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 4) huruf i; 

h. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan 
anggota Dewan Komisioner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan 
diri dari jabatannya; 

i. melanggar kode etik; atau 
j. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan 
Komisioner kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan. 

Bagian Ketiga 
Penghentian Antarwaktu 

Pasal18 

(1) Dalam hal anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(4) huruf a sampai dengan huruf g, diberhentikan karena alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f huruf 
g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j, dilaksanakan penggantian anggota Dewan 
Komisioner antarwaktu sesuai dengan tata cara pemilihan anggota Dewan 
Komisioner sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

(2) Anggota Dewan Komisioner pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan 
anggota Dewan Komisioner yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang 

digantikan. 

(3) Penggantian anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang 
diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun. 

- 
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Pasal 19 

(1) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner diberhentikan karena alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1 ), Wakil Ketua Dewan Komisioner bertindak 
sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua 
Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Ketua Dewan Komisioner yang 
baru. 

(2) Dalam hal Wakil Ketua Dewan Komisioner diberhentikan karena alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Ketua Dewan Komisioner 
bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang 
Wakil Ketua Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Wakil Ketua Dewan 
Komisioner yang baru. 

Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner diberhentikan karena alasan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (1), berdasarkan kesepakatan Dewan 
Kornisioner, salah satu anggota Dewan Kornisioner sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 10 ayat (4) huruf c sarnpai dengan huruf g bertindak sebagai pejabat 
sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua dan/atau Wakil Ketua 
Dewan Kornisioner sampai dengan ditetapkannya Ketua dan/atau Wakil Ketua 
Dewan Komisioner yang baru. 

(4) Dalam hal anggota Dewan Kornisioner sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat 
(4) huruf c sampai dengan huruf g diberhentikan karena alasan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1 ), berdasarkan kesepakatan Dewan Komisioner, 
salah satu anggota Dewan Komisioner, kecuali anggota Dewan Komisioner Ex­ 
officio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i, 

bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang 
anggota Dewan Komisioner tersebut sarnpai dengan ditetapkannya anggota 
Dewan Kornisioner yang baru. 

Bagian Keempat 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 20 

Tugas pengaturan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan 
Kornisioner. 

Pasal 21 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6, Dewan 
Kornisioner menetapkan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner, dan/atau 
Keputusan Dewan Komisioner. 

(3) 
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Bagian Kelima 
Larangan 

Pasal22 

Anggota Dewan Komisioner dilarang: 
a. memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh OJK; 
b. menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan; 
c. menjadi pengurus partal politik; dan 
d. menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, 

tugas, dan wewenang OJK dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 23 

(1) Antaranggota Dewan Komisioner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai 
derajat kedua dan sernenda . 

(2) Jika antaranggota Dewan Komisioner terbukti rnerniliki hubungan keluarga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang di antara mereka wajib 
mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 30 [tiga puluh) hari terhitung 
sejak terbukti mempunyai hubungan keluarga. 

(3) Dalarn hal tidak ada satu pun anggota Dewan Komisioner yang rnengundurkan diri 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2), semua anggota Dewan Komisioner yang 
mernpunyai hubungan keluarga tersebut diberhentikan dari jabatannya oleh 
Presiden. 

Bagian Keenam 
Rapat dan Pengambilan Keputusan 

Pasal 24 

(1) Dewan Komisioner melaksanakan rapat Dewan Komisioner secara berkala paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu berdasarkan 
permintaan salah satu anggota Dewan Komisioner. 

(2) Ketua Dewan Kornisioner mermmpln rapat Dewan Komisioner. 

(3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner 
memimpin rapat Dewan Komisioner. 

(4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) berhalangan, berdasarkan kesepakatan anggota Dewan 
Komisioner, salah satu anggota Dewan Komisioner ditunjuk untuk memimpin 
rapat Dewan Komisioner. 

(5) Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

SETJEN DAN BK DPR RI 

I 19 



... 

.... 

perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisioner. 

(6) Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan berdasarkan musyawarah 
untuk mencapai mufakat. 

(7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 

Setiap rapat Dewan Komisioner dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh 

semua anggota Dewan Komisioner yang hadir. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan 

Komisioner diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.4 

Bagian Ketujuh 
Lain-lain 

Pasal 25 

(1) Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan. 

(2) Dewan Komisioner dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisioner, 

dan/atau kepada pejabat OJK atau pihak lain untuk mewakili OJK yang khusus 

dikuasakan untuk itu. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pihak lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan 

Komisioner.5 

BABY 

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

(8) 

Pasal 26 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, 

- Dewan Komisioner membentuk organisasi. 

(2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, 
Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat, 

Dewan Audit, Komite Etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, 

Dewan Komisioner dapat mengangkat staf ahli. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja OJK diatur dengan 

Peraturan Dewan Komisloner.e 

4 Peraturan pelaksana Pasal mi belum ditetapkan oleh Dewan Komtsroner OJK 
s Peraturan pelaksana Pasal ini belum ditetapkan oleh Dewan Komisioner OJK 
6 Peraturan pelaksana Pasal ini belum ditetapkan oleh Dewan Kormsroner OJK 
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Pasal27 

(1) Dewan Kornisioner mengangkat dan memberhentikan pejabat dan pegawai OJK. 

(2) OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Dewan 
Komisioner.7 

BABVI 

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT 

Pasal 28 

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan 
pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang rneliputi: 

a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa 
keuangan, layanan, dan produknya; 

b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan 
tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 

c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di sektor jasa keuangan. 

Pasal29 

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: 
a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang 

dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; 
b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga 

Jasa Keuangan; dan 
c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di 

Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 

Pasal 30 

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan 
pembelaan hukum, yang meliputi: 
a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa 

Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan 
Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; 

b. mengajukan gugatan: 
1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari 

pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan 

1 Peraturan pelaksana Pasal mi belum ditetapkan oleh Dewan Ronustoner OJK 
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pihak yang menyebabkan kerugian dirnaksud maupun di bawah penguasaan 
pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau 

2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian 
pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari 
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan . 

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan 
untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. 

Pasal 31 

Ketentuan \ebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur 
dengan Peraturan OJK,S 

BAB VII 
KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI 

Bagian Kesatu 
Kode Etik 

Pasal 32 

(1) Dewan Komisioner menetapkan dan menegakkan kode etik OJK. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Dewan Komisioner.9 

Bagian Kedua 
Kerahasiaan Informasi 

Pasal33 

(1) Setiap orang perseorangan yang rnenjabat atau pernah menjabat sebagai anggota 
Dewan Komisioner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau 
mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, 
kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan 
keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang. 

(2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, 
atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan 
informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau 

B Pasal ini telah ditetapkan peraturan pelaksananya dengan Peraturan OJK No. 1/PO/K.07 /2013 tentang 
Perlmdungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

9 Pasal ini telah ditetapkan peraturan pelaksananya dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 
01/17 /PDK/Xll/2012 tentang Kade Etik Otontes Jasa Keuangan 
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diwajlbkan oleh Undang-Undang. 

(3) Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersrfat rahasia, baik karena 
kedudukannya, profesinya, sebagat pihak yang diawasi, maupun hubungan apa 
pun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut 
kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang·Undang. 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai 
sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturao 

perundang·undan2an.10 

(5) Ketentuan lebih Janjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan 
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur 

dengan Peraturan Dewan Komisioner.11 

BAB VIII 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

Pasal 34 

(1) Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. 

(2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.12 

Pasal 35 

(1) Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan 
pendukung lamnya. 

(2) Anggaran dan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagarmana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar yang wajar d1 sektor jasa 
keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang 

dan jasa, dan sistem remunerasi sebagairnana diatur dalarn peraturan perundang­ 

undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. 

10 Ketentuan ini dilaksanakan sesuar dengan Peraturan Dewan Komisioner 0/K No. 
01/17 /POK/Xll/2012 ten tang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan. 

II Pasal ini te\ah ditetapkan peraturan pelaksananya dengan Peraturan Dewan Konustoner OJK No 
01/17 /PDK/Xll/2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan. 

11 Pasal ini telah ditetapkan peraturan pelaksananya dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 
44/KDK.02/2014 ten tang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2015. 
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(3) Untuk mendukung kegiatan operasional OJK, Pemerintah dapat melakukan 
penempatan dana awal ke OJK. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, 

dan sistem remunerasi diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.13 

Pasal 36 

Untuk penetapan anggaran sebagaimana dtmaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat 
(2), OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal37 

(1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa 
keuangan. 

(2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar 
pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK. 

(4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri. 

(5) Dalam ha! pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK 
untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah,14 

BABIX 
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

Pasal38 

(1) OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 
semesteran dan tahunan. 

(2) OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, 
triwulanan, dan tahunan. 

(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan, OJK wajib 
menyampaikan laporan. 

(4) Periode laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 
Januari sampai dengan 31 Desember. 

u Peraturan pe\aksana Pasal iru belum ditetapkan oleh Dewan Kormsroner O]K. 
H Pasal ini telah ditetapkan peraturan pelaksananya dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2014 

tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

SETJEN DAN BK DPR RI 

J24 



,.. 

- 

(5) OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

(6) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(7) Untuk penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK. 

(8) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

(9) OJK wajib mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak 

dan media elektronik. 

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kegiatan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2), serta tata cara, bentuk, dan susunan laporan yang 

diumumkan kepada publik diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner15. 

BABX 

HUBUNGAN KELEMBAGAAN 

Bagian Kesatu 
Koordinasi dan Kerja Sama 

Pasal 39 

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam 

membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain: 

a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank; 

b. sistem informasi perbankan yang terpadu; 
c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan 

pinjaman komersial luar negeri; 
d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya; 

e. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan 

f data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. 

Pasal40 

(1) Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya 
memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat 

ts Pasal ini telah ditetapkan peraturan pelaksananya dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1 
/PDK.01/2015 tentang Laporan Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan 
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melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. 

(2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan 
bank. 

(3) Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada OJK paling lama I (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan 
hasil pemeriksaan. 

Pasal41 

(1) OfK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Sirnpanan mengenai bank 

bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal OJK mengindlkasikan bank tertentu mcngalami kesulitan likuiditas 

dan/atau kondlsl kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke 
Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan 

Bank Indonesia . 

Pasal 42 

Lembaga Penjarnin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang 

terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu 

dengan OJK. 

Pasal 43 

OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjarnin Simpanan wajlb membangun dan 

memelihara sarana pertukaran informasi secara terlntegrasi. 

Bagian Kedua 
Protokol Koordinasi 

Pasal 44 

(1) 11»1u1s mcn!a�a <tal!IIIP< siuem keuan��n. dibeu\Yk 1'oru1J1 Kw,rdlnast 

�Ul1asSlstern Kiunoenn i.Jeo�an .mwio1a t.::rdld nta.s: 

a. McnlCTl Ktuan1mn .si:laku au�l:91». mtran�kup Jrnn•:dlnaLQc 

b. Gubernur Bank Indonesia selaku an�i:ota; 

c. Kcwn Dcwn Komlflvnec 01K.:.cl.alcu an��oro: tlan 

d. Ket1111 Pcwnn Komt�oncr i.ie:mha� Ps:nlaml11SimlliilDilll 6tlc1ky an"o1-a. 

{2J forum Kaordioi!�I smhilit;,s Slstem Kc11m2on d!b;mm kesckretar!;,tan r•u2 

dioimoJn Sj)tnh seurnoe. oc)ahatesc.lo1L I ,u l<en,entcida» Kcunn�JL 

,.., 
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(4) Oalam hal musyawarah untuk mufakat seba�imana dimaksud pada ayat (3) 
Jl<lak ic.rc:.-ioal milkA otogamh11an kcoutusan dllnkukan berdas;,rlcm suarn 
terbanyak.16 

Pasal45 

(1) Dalam kondisi normal. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuaneani 

a. waJlb molakulm11 Ptrnanmunu da1L 1waluasi.stablli1as sistcm kcuaneam 

b. m•l•kuk;m 1:ao•I n;,U.11J1 ••dlkh I (�cul knU d;1!am J lll�l bulo,n; 

c. IIll!mbuat a:kou,eodasl kcoada scLlag ilDWW'lO unmk m<:lakuk.1n rlndakan 

dan/utau membu.at kcbOalcan drdam ran11ka men,cllh.1rn slahIUt:a:i. :sts:tcm 

keuammo: i.lan 

d. mc:l.1kuknn ucrtuknran m[orn1asl1 

(2J Ua!ao, lrondisi t1da.k unrnrnl uotuk Pi:wJ:¥i!h•n dan ucuaoc�na11 krl>i:s. 
Mcnlcrt KcmlnePn, Gubcrour Rank Jodon1:sfo. Ketua Demo Komlsloncr.nut 

danhu:au Ketua Dewan Komiii.Pncr l1rmba.:;a e,:nlomrn Slmpaoa.n y-.iot 

mcngtod.Umslkan ad.1nfa1 1wl:cnsi kris•s atau telah tm:cladi kri.s1s n;,dg slincm 

keur:1n1:en, masJn£:01r1.Unu.dapat mon,wiukan ke fon«m KoordiDi�I SrnblUtas 

Sl:acm Keu,mli.111 unlUk s�cra dllakuk:lu rap;it eunu mcmutu!tkan laagknft· 

l•n�k;,h ponc�1ha11 alj1u..11enanisn;in kd�, 

(3) Mcnlcrl Kcuaugao. Gubcrnur Bank lvd<1nesia, Kt:t.uo f>cwau KuwbJauer OIK. 

di!11 Kc:LYa Dewan Kumlsium:r L«::mh;ura Peolamlo Slnmannn bi:rn:uoant: 
n1r;ngambil dtm mclaksaonk;m kcwutu�an untuk dan abs 1wmC1 lnstitufil 

ran� diwak:Utro1a dnlanu:;111.g,ka peo1ambilan 11$1111\u�.-n forum Km,rdiml.51 

S!J!hillrn• Sls\em Keu;m&,,n, dnla1n kondlsl rldak normal si:h�2al111ana 

dimaksud pada ayat CZ) • 

(4) forum KoooUn-1si StnlJUitns Sls.t.c:m Keuammn nwnwu2kon dnn 

mclakRU,1kan Ju:bHilUu yan1,1 dlnerlukan 1falam rnni:;ka u:em:cea1um thm 

w:namr.mao krisJ:i nada sisu:.m kcmu,c,1,1 scsu.lJ de.u�n kcw:eimum,n 
masin,-masin�, 

(5) Kc1rnh1s1m Fon1m f(oorUJ11,1sl StalJUltas Sistem Kcmm�.an YDDK tcrffi.•iL 

d1mean uen1:;elcsi1iiln d;:m vcnao�nan suatu bank sr11waJ Yi!O.t t11wn�1ral 

berdam11ak sistemik menKikat Lembai:a Peniamin Simpanan.17 

16 Pasal 44 dicabut dan dmyatakan tidak berlaku oleh Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krtsrs Sistem Keuangan. 

11 Pasal 45 dicabut dan dlnyatakan tldak berlaku oleh Pasa\ 53 ayac (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 
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Pasal 46 

[JJ �af<.w Forum Koaotfo••I Srnhllit�� s1,1cm Kcllil.Oum• v;mi: Wrl<AU 

d.au.aan lscuw:u:un ue,wra waiib dJalnBan unwk uumdnJ,al &h:r::ulluluan 
Dewan Perwakilan Rakyat, 

[Z) 11,:pU\USilD Dew,m P�O\'ilkllon Rok)'ill W3[ib dlteli!PI.IAII dalam wat1111J>aHng 

iDmn Zi (dua. oulub om11au iam selnk. penealmm pcrsetuiuuo ::ob.a.1:,1lm&1na 

dlmf'k.�ud ondo QYul r11 dilt:timru,l;,h llew;m. P�rwok.Uan lbkrn1 .. u1 

Bagian Ketiga 
Hubungan lnternasional 

Pasal47 

(1) OJK dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa 
Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internaslonal 
lainnya, antara lain pada bidang dan/atau kegiatan sebagai berikut: 
a. pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan surnber daya 

manusia di bidang pengaturan dan pengawasan Lembaga [asa Keuangan; 
b, pertukaran informasi; dan 
c. kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan 

kejahatan di sektor keuangan. 

(2) OJK dapat menjadi anggota organisasi pengawas jasa keuangan internasional. 

(3) Dalarn hal persetujuan perjanjian internasional di sektor jasa keuangan 
menyangkut masalah hukum dan berdampak pada sistem keuangan nasional, OJK 

wajib mendapatkan konfirmasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) OJK dapat melakukan kerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka 
pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas Lembaga Jasa 
Keuangan negara lain berdasarkan permintaan tertulis . 

(5) Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila: 
a. otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain tersebut telah memiliki 

perjanjian kerja sama timbal balik dengan OJK; dan 
b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum. 

(6) Kerja sama dan pernberian bantuan dalam rangka penyidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila: 
a. otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain tersebut telah memiliki 

perjanjian kerja sama timbal baJik dengan OJK; dan 

1e Pasal 46 dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang·Undang Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krtsrs Sistem Keuangan 
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b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama timbal 
balik dalam masa\ah pidana. 

Pasal 48 

Semua bentuk kerja sama internasional, termasuk di bidang pengaturan, pengawasan, 
dan penyidikan, wajib didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang. 

BABXI 

PENYIDIKAN 

Pasal 49 

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi 
pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. 

(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat 
menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; 
b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan 

dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; 
c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau 

terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; 
d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang buktt dari Setiap 

Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di 
sektor jasa keuangan; 

e. melakukan pemeriksaan atas pembuku an, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; 

f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat 
setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam 
perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan; 

g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik 
kepada penyelenggara jasa telekomunikasi; 

h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk 
melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak 
pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 
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I. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; 

J. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga 

melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang­ 
undangan di sektor jasa keuangan; 

k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang 
diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; 

I. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 

pidana di sektor jasa keuangan; dan 

m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan. 

Pasal 50 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan. 

(2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan 

sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya 

hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 51 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK hanya dapat ditarik 

dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan 

tidak sedang menangani perkara. 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait. 

BABXII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal52 

(1) Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), 

dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam] tahun 

dan pidana denda paling banyak RplS.000.000.000,00 [lima belas miliar rupiah). 

(2) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3) 
dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak 

Rp45.000.000.000,00 [empat puluh lima miliar rupiah) dan/atau sebesar jumlah 

kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. 
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Pasal53 

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau 
menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 
huruf c, huruf d, huruf e, huruf f huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda 
paling sedikit RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak RplS.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah). 

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh 
lima miliar rupiah). 

Pasal 54 

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan 
perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d a tau tugas untuk 
menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda 
paling sedikit RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak RplS.000.000.000,00 (lima 
betas miliar rupiah). 

- 

- 

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda 
RplS.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau 
Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah). 

BABXIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

dilakukan oleh 
paling sedikit 
paling banyak 

- 

- 

Pasal55 

(1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana 
Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari 
Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke 

OJK. 

(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank 
Indonesia ke OJK. 
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Pasal 56 

(1) Paling lama 8 (delapan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden 
mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali 
dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sesuai dengan 

tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3) sarnpai dengan ayat 
(9), Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (6), Pasal 13, dan Pasal 14. 

(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk 

masa jabatan 5 (lima) tahun. 

Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden 
membentuk Panitia Seleksi calon anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali 
dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) . 

(4) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisioner sesuai 
dengan jumlah anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan, paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisioner dari 

Presiden. 

(SJ Ca Ion anggota Dewan Komisioner terpilih disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat 
kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) hart sejak selesainya proses pemilihan 
calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

Pasal 57 

(1) Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan ditetapkannya anggota 
Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Kementerian 

Keuangan dibantu oleh Bank Indonesia menyiapkan: 
a. struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan 

teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur 

operasional; 
b. rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2013; 
c. pejabat dan pegawai OJK; 
d. pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner; dan 
e. hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan 
dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan ke OJK. 

(2) Kementerian Keuangan menyampaikan hasil persiapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Dewan Komisioner OJK untuk ditetapkan. 

Pasal 58 

Paling lama 7 (tujuh) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan, Gubernur Bank 
Indonesia dan Menteri Keuangan masing-masing mengusulkan calon anggota Dewan 

(3) 
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Komisioner Ex-officio Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf h 

dan Ex-officio Kementerian Keuangan sebagaimana dirnaksud Pasal 10 ayat (4) huruf i 

kepada Presiden untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner. 

Pasal 59 

Sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ayat (1) sampai dengan beralihnya fungsi, tu gas, dan wewenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55, Dewan Komisioner bertugas: 
a. menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun 

infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar 

prosedur operasional; 

b. menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran 2013; 

c. mengangkat pejabat dan pegawai OJK; 
d. mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner; dan 

e. menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan 
wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa 

keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Sadan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan ke OJK. 

Pasal 60 

(1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1 ), Dewan Komisioner membentuk 

tim transisi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 

Indonesia. 

(2) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia wajib mengusulkan kepada 

Dewan Komisioner orangorang yang menjadi anggota tim transisi paling lama 14 

(empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan anggota tim transisi dari 

Dewan Komisioner. 

- 

- 

(3) Dewan Komisioner menetapkan anggota tim transrsi berdasarkan usulan Menteri 

Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. 

Pasal 61 

(1) Tim transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bertugas membantu 

kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim transisi berwenang untuk mengindentifikasi 

dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen, dan hal lain yang 

terkait dengan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan 

mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK. 
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(3) Tim transisi wajib melaporkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Keuangan, 

Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. 

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, tim transisi, atau pejabat dan 

pegawai di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang terkait dengan 
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa 

Keuangan, wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. 

(5) Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan/atau Ketua Dewan Komisioner 

OJK melaporkan perkembangan proses pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang 
dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan ke OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 [tiga) bulan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 62 

Paling lama 2 (dua) bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, 

tugas pokok dan fungsi, standar prosedur operasional, dan rancang bangun 

infrastruktur OJK. 

Pasal 63 

(1) Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal SS, Ketua Dewan Komisioner menyampaikan 

permintaan secara tertulis usulan nama pejabat dan pegawai kepada Gubernur 

Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang akan dialihkan atau dipekerjakan ke 

OJK. 

(2) Paling singkat 2 (dua] bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri 

Keuangan wajib mengusulkan nama pejabat dan pegawai Bank Indonesia dan 

Kementerian Keuangan, sesuai dengan permintaan Ketua Dewan Komisioner, 

untuk dialihkan atau dipekerjakan ke OJK. 

(3) Untuk memenuhi kebutuhan OJK, selain pejabat dan pegawai sebagaimana 
dimaksud ayat (2), Dewan Komisioner melakukan rekrutmen pejabat dan pegawai 

secara terbuka. 

(4) Paling singkat 1 (satu) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dewan Komisioner menetapkan pejabat 

dan pegawai yang diterima OJK. 

(4) 
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Pasal 64 

(1) Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55: 

a. pejabat dan/atau pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan; dan 

b. pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi, tugas, 
dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dialihkan untuk dipekerjakan 
pada OJK. 

(2) Pejabat dan/atau pegawai yang dialihkan untuk dipekerjakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja di OJK untuk jangka waktu paling singkat: 
a. 1 (satu) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan 

b. 3 (tiga) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. 

(3) Pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

menetapkan pilihan status sebagai pejabat dan/atau pegawai OJK atau: 
a. sebagai pejabat dan/atau pegawai Kementerian Keuangan, paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55, bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan 

b. sebagai pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia, paling Jama 2 (dua) tahun 

sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55, bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. 

(4) Pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat 

dan/atau pegawai OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hak sesuai 

dengan ketentuan OJK dengan tidak mengurangi hak pejabat dan/atau pegawai 

yang telah dimiliki sebelum dan selama pengalihan. 

Pasal65 

(1) Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal SS: 

a. kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau drgunakan Bank Indonesia 

dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 

pengawasan di sektor Perbankan; dan 

b. kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Kementerian 

Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam 

rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan 

di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, 

dapat digunakan oleh OJK. 
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(2) Penggunaan kekayaan, kekayaan negara, dan dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama atau keputusan Mented 
Keuan�an. Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner yang 
ditetapkan paling singkat 1 (satu) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan 
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.19 

Pasal 66 

(1) Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, 
dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal SS: 

a. Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan 
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; dan 

b. Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan 
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, 

Lernbaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

(2} Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan 
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada OJK. 

(3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), bersumber dari: 

a. Bank Indonesia untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan 
dan pengawasan d1 sektor Perbankan; dan 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, 

Dana Pensiun, Lembaga Pernbiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

( 4) Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK sejak Undang-Undang m1 

diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan 
dan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
SS, bersumber dari anggaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia. 

Pasal 67 

(1) Keputusan rnengenai pemberian izin usaha. izin orang perseorangan, efektifnya 
pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan 
usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap 
keputusan yang telah ditetapkan oJeh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, 

dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lernbaga Keuangan berdasarkan peraturan 

- 

- 
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perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, 

dan wewenang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 55, dinyatakan tetap berlaku. 

(2) Permohonan izin usaha, izin orang perseorangan, pernyataan pendaftaran, surat 
tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan 
persetujuan atau penetapan pembubaran, serta permohonan penetapan lainnya 
yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bank Indonesia, Kementerian 
Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, sejak beralihnya fungsi, 
tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal SS, penyelesaiannya 

dilanjutkan oleh OJK. 

Pasal 68 

Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, 

pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, 
Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 

penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal69 

(1) Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam: 

a. Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 
30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4962); 

b. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 

19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, 

Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, 

Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3790); 
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c. Pasal 1 angka 15, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, 
Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, 

Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, 
Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, 

Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4867); 

beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, 

dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2). 

(2) Dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 ayat (2), Lembaga Pengawas Perbankan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagairnana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang­ 

Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963), adalah OJK. 

(3) Sejak Undane-Undane ini diundanekan, fungsi, tueas, d3n wewenang Komite 
Koordinasi sebaeaimana dimaksud dalam Undang-Undane Nomor 24 Tahun 

2004 tentane Lembaea Penjamin Simpanan (Lembaran Neeara RepubJik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Neeara Republik 

Indonesia Nomor 4420) sebaeaimana diubah denean UndaneUndane Nomor 
7 Tahun 2009 tentane Penetapan Peraturan Pemerintah Penin:anti Undane­ 
Undane Nomor 3 Tahun 2008 tentane Perubahan atas UndangUndane 

Nomor 24 Tabun 2004 tentane Lemba&a Penjamin Simpanan Menjadi 

Undang-Uodane (Lembaran Neeara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Neeara Republik Indonesia Nomor 4963), 

dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuanean 

sehaeaimana dimaksud dalam Undane-Undane ini.20 

(4) Ketentuan mengenai protokol koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 

Pasal 45, dan Pasal 46 berlaku sampai dengan diundangkannya undangundang 

mengenai jaring pengaman sistem keuangan . 

20 Pasal 69 ayat (3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 
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Pasal 70 

Pada saat Undang-Undang ini mulat berlaku: 

I. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Namer 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3467) dan peraturan pelaksanaannya; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3472) sebagatmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 3790) dan peraturan 

pelaksanaannya; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3477) dan peraturan pelaksanaannya; 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan 

peraturan pelaksanaannya; 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 lentang Perbankan Syariah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 486 7) dan peraturan pelaksanaannya; dan 7. peraturan 

perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan, 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertcntangan dan belum diganti berdasarkan 

Undang-Undang ini. 

Pasal 71 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 22 November 2011 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 November 2011 

MENTER! HUKUM DAN HI\K ASASI MAN USIA REPUl!LIK INDONESIA, 

ttd. 

AMIR SY AMSUDll!I 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG·UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR Zl TAHUN Z011 

TENT ANG 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

I. UMUM 

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh 

dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesernpatan kerja yang luas dan 

seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara 

adil kepada seluruh rakyat lndonesia maka program pembangunan ekonomi nasional 

harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan 

perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke 

seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia, Program pembangunan 

ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang 

berpedoman pada prmsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata 

kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi 
terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu 

komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem 

keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi interrnediasi 

bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional. 

Fungsi intermediasi yang dlselenggarakan oleh berbagai lembaga [asa 
keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup 

signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi 

nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius 

terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan 

mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa 

keuangan yang terintegrasi dan komprehensif. 

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di 

bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem 

keuangan yang sangat kompleks, dinarnis, dan saling terkait antar-subsektor 

keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya 

lembaga jasa keuangan yang memlliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor 

keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi 

antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. 

Banyaknya permasalahan Jintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi 

... 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG·UNDANG 
SETJEN DAN BK OPR RI 

141 



- 

-- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, 
dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya 
pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. 

Sehubungan dengan ha! tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali 
struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas 
pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor 
perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan 
lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai 
mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang 
timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas 
sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa 
keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. 

Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi 
Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor 
jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal 
ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang 
menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa 
keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen 
dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. 
Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Sadan Pemeriksa 
Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang ini disebut 
Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada 
dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari 
lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa 
keuangan. Sedangkan ketentuan mengenat jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan 
dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lernbaga 
jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang 
jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi 
jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang­ 
Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan 
peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan 

lainnya. 
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa 

keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, 
transparan, dan akuntabel, serta rnampu mewujudkan sistem keuangan yang turnbuh 
secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan 
masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan 
sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

SETJEN DAN BK DPR RI 

I 42 



- 

- 

- 

- 

- 

� 

Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, rneliputi 
sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa 
keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata 
kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
transparansi, dan kewajaran (fairness). 

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, 
yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari 
kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur 
perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan 
merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan 
yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh 
karena itu, lembaga im melibatkan keterwakilan unsurunsur dari kedua otoritas 
tersebut secara Ex-officio. Keberadaan Ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka 
koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan 
sektor jasa keuangan. Keberadaan Ex-officio juga diperlukan guna memastikan 
terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan 
kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi 

dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. 
Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang 

baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan 
lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan 
cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
lndependensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan 

Otoritas Jasa Keuangan. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa 
Keuangan memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali 
memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Di samping 
itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang­ 
Undang ini mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan 
melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya 
terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan. 

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya 
berlandaskan asas-asas sebagai berikut: 
1. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
2. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalarn setiap kebijakan 

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; 
3. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi 

kepentingan konsurnen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan 
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4. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh inforrnasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatrf tentang 
penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, 

termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- 

undangan; , 
5. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap 
berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam 
setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas 

Jasa Keuangan; dan 
7. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa 
Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip "checks and balances". Hal ini 

diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan 
wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan 
serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas 
yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan 
Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui 

mekanisrne dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, 

dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, 
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya . 

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut maka dibentuk Undang­ 

Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

.... 
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Pasal 4 
Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa 
keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain 
itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi 

sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor 
jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. 

Hurufa 
Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "melindungi kepentingan Konsumen dan 

masyarakat" termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan 
di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan 
dalam kegiatan jasa keuangan. 

PasalS 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasa17 
Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek 

kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan 
pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun 
lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan 
pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan 

wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan 

macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan 
moral [moral suasion) kepada Perbankan. 

Pasal 8 
Huruf a 

Cukup jelas 

Hurufb 

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Jasa 
Keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

... 

- 
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Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

huruf f 

Yang dimaksud dengan "perintah tertulis" adalah perintah secara tertulis 

untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, 

masyarakat, dan sektor jasa keuangan. 

Perintah tertulis diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau 

pihak tertentu di Lembaga Jasa Keuangan, menghentikan, membatasi, atau 

memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah 

perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga 

merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta 

menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada 

OJK. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan "pengelola statuter" adalah orang perseorangan 

atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan 

OJK. 

Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain, untuk 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, 

dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan 

yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan. 

Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain melalui 

penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, 

pengambila\ihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lernbaga Jasa 

Keuangan oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, 

serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa 

Keuangan. 

Hurufh 

Cukup jelas 

Huruf i 

Cukup jelas 

Pasal 9 
Huruf a 

Cukup jelas 
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Hurufb 

Pengawasan Dewan Komisioner terhadap pelaksanaan tugas Kepala 

Eksekutif ditujukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari 

Kepala Eksekutif. Pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi 

kewenangan kepada Dewan Komisioner untuk rnengintervensi atau turut 

campur terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang setiap Kepala 

Eksekutif. 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f 

Cukup jelas 

Huruf g 

Cukup jelas 

Hurufh 

Cukup jelas 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Dewan Komisioner merupakan pirnpinan tertinggi OJK. Dalam rangka 

pelaksanaan kerja sama dengan otoritas lembaga pengawas lembaga jasa 

keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga 

intemasional lainnya di sektor jasa keuangan, anggota Dewan Komisioner 

bertindak sebagai pejabat yang mewakili negara. 

Ayat[2) 

Yang dimaksud dengan "bersifat kolektif' adalah bahwa setiap 

pengambilan keputusan Dewan Komisioner diputuskan secara bersama­ 

sama oleh anggota Dewan Komisioner. 

Yang dimaksud dengan "bersifat kolegial" adalah bahwa setiap 

pengambilan keputusan Dewan Komisioner berdasarkan musyawarah 

untuk mufakat dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan di antara 

anggota Dewan Komisioner. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

- 

Ayat(4) 

Huruf a 

Cukup jelas 
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Hurufb 
Cukup jelas 

Huruf c 
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin tugas pengawasan 

terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. 

Huruf d 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin tugas pengawasan 

terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. 
Huruf e 

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin tugas 
pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, 

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan 
Lainnya. 

Huruf f 

Cukup jelas 
Huruf g 

Cukup jelas 
Hurufh 

Cukup jelas 
Hurufi 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Setiap anggota Dewan Komisioner merniliki hak untuk memberikan 

pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner, 
dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara 
terbanyak. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Dalam penyampaian calon anggota Dewan Komisioner kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Presiden menyampaikan nama-nama calon Dewan 
Komisioner. 

Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah alat kelengkapan 
Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan. 

Ayat(2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah akademisi di sektor jasa 
keuangan, masyarakat industri Perbankan, industri Pasar Modal, dan/atau 
lndustri Keuangan Non-Bank yang meliputi Perasuransian, Dana Pensiun, 
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Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Ayat (4) 
Di samping mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisioner, 
Panitia Seleksi secara aktif dapat mencari caloncalon yang memenuhi 
persyaratan dan keterwakilan sesuai dengan keahliannya dari sektor jasa 
keuangan yang diawasi OJK. 

Ayat (SJ 
Pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner dilakukan dengan 
memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 

Undang ini. 

Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan "seleksi administratif' adalah seleksi terhadap 
calon anggota Dewan Komisioner sesuai dengan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Ayat (8) 
Cukup jelas 

Ayat(9) 
Yang dimaksud dengan "3 [tiga) orang calon untuk setiap anggota Dewan 
Komisioner" adalah bahwa dalam pengajuan calon, Panitia Seleksi 
menyampaikan 3 (tiga) orang calon untuk setiap anggota Dewan 

Komisioner dengan kualifikasi keahlian dan pengalaman yang proporsional 
dalam industri jasa keuangan. Untuk 7 (tujuh) orang anggota Dewan 
Komisioner yang dibutuhkan, Panitia Seleksi mengajukan kepada Presiden 
sebanyak 21 (dua puluh satu) orangcalon anggota Dewan Komisioner. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Untuk 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan, 
Presiden mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 14 

( em pat belas) orang cal on anggota Dewan Komisioner. 

Ayat (2) 
Ketentuan ini hanya berlaku apabi\a terdapat kebutuhan untuk mengisi 

jabatan Ketua Dewan Komisioner. 

Ayat(3) 
Ketentuan ini hanya berlaku apabila terdapat kebutuhan untuk mengisi 
jabatan Ketua Dewan Komisioner dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota 
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DewanKomisioner. 

Ayat (4) 

Dalam rangka memilih calon anggota Dewan Kornisioner, Dewan 
Perwakilan Rakyat dapat meminta calon anggota Dewan Komisioner untuk 

rnelakukan presentasi dalarn sidang Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut 

visi, pengalaman, keahlian atau kemampuan, serta hal-hal yang berkaitan 
dengan moral dan akhlak anggota Dewan Komisioner. 

Yang dimaksud dengan "45 (empat puluh lima) hari kerja" tidak termasuk 
masa reses. 

Ayat (SJ 

Yang dimaksud dengan "selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan 

Komisioner" adalah sejak ditetapkannya di rapat paripurna Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Yang dimaksud dengan "memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik", 

antara lain tidak pernah masuk dalam daftar orang tercela. 
Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Anggota Dewan Komisioner tidak terkendala oleh kondisi jasmani yang 

secara permanen menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik. 

Huruff 

Cukup jelas 
Huruf g 

Yang dimaksud dengan "mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor 

jasa keuangan" adalah seseorang yang memiliki pengalaman, keilmuan, 
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atau keahlian yang memadai di sektor jasa keuangan. 

Hurufh 

Cukup jelas 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Pengunduran diri anggota Dewan Komisioner berlaku efektif sejak 

tanggal pengunduran diri tersebut disetujui oleh Presiden. 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah cacat fisik dan/atau 

cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Pemberhentian anggota Dewan Komisioner karena cacat fisik dan/atau 

cacat mental ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Yang dimaksud dengan "diperkirakan secara medis" adalah perkiraan 

secara medis yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari dokter 

yang menerangkan bahwa anggota Dewan Komisioner yang 

bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) 

bulan berturutturut. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan" adalah tidak adanya a\asan yang kuat yang 

menyebabkan anggota Dewan Komisioner diberhentikan. Alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan, antara lain, sakit yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk Dewan Komisioner, 

penugasan di luar kegiatan OJK oleh Presiden, atau kegiatan lain demi 

kepentingan negara. 

Huruff 

Cukup jelas 

Huruf g 

Cukup jelas 

Hurufh 
Yang dimaksud dengan "semenda" adalah pertalian kekeluargaan 

karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami 

isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain. 
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Hurufi 

Pelanggaran kode etik dalam ketentuan ini adalah pelanggaran yang 

dikategorikan pelanggaran berat dan dilaporkan oleh Dewan 

Komisioner kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Huruf j 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang 

diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun" adalah sisa masa jabatan 

terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian anggota Dewan 

Komisioner. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Wakil Ketua yang bertindak sebagai pejabat sementara Ketua Dewan 

Komisioner memiliki kewenangan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan 

Komisioner, tetapi hanya memiliki 1 (satu) hak suara. 

Ayat (2) 

Ketua yang bertindak sebagai pejabat sementara Wakil Ketua Dewan 

Komisioner memiliki kewenangan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan 

Komisioner, tetapi hanya memiliki 1 (satu) hak suara. 

Ayat (3) 

Anggota Dewan Komisioner yang bertindak sebagai pejabat sementara 

Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Komisioner memiliki kewenangan 

sebagai anggota, Ketua, dan/atau Wakil Ketua Dewan Komisioner, tetapi 

hanya memiliki 1 (satu) hak suara. 

Ayat(4) 

Anggota Dewan Komisioner yang bertindak sebagai pejabat sementara dari 

anggota Dewan Komisioner yang kosong sebagaimana dimaksud ayat lni, 

memiliki kewenangan sebagai anggota Dewan Komisioner dan anggota 

Dewan Komisioner yang dijabat sementara, tetapi hanya memiliki 1 (satu) 

hak suara. 
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Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "dilarang memiliki benturan kepentingan di 

Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh OJK" adalah pada saat menjabat 

sebagai anggota Dewan Komisioner: 

1) tidak menjadi pengurus atau yang setara dengan pengurus di Lembaga 

Jasa Keuangan, atau tidak lagi menjadi pengurus dengan cara 

mengundurkan diri secara tertulis sebagai pengurus; 

2) tidak menjadi pengendali dan pengelola di Lembaga Jasa Keuangan; 

dan 

3) tidak lagi menjadi pengendali di Lembaga Jasa Keuangan dengan cara 

melepaskan pengendalian dan pengelolaannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

Hurufb 

Apabila seseorang diangkat menjadi anggota Dewan Komisioner dan yang 

bersangkutan merupakan pengurus salah satu organisasi pelaku atau 

profesi di Lembaga Jasa Keuangan, yang bersangkutan wajib terlebih 

dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada organisasi pelaku atau 

profesi di Lembaga Jasa Keuangan tersebut sebelum ditetapkan menjadi 

anggota Dewan Komisioner. 

Huruf c 

Apabila seseorang diangkat menjadi anggota Dewan Komisioner dan yang 

bersangkutan merupakan pengurus salah satu partai politik, yang 

bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan 

pada partai politik tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan 

Komisioner. 

Huruf d 

Mengingat anggota Dewan Komisioner memiliki tugas yang sangat strategis 

dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, anggota Dewan 

Komisioner harus bertindak profesional dan loyal terhadap pelaksanaan 

tugasnya. 

Namun, berdasarkan keterkaitan tugas dan jabatannya anggota Dewan 

Komisioner dapat merangkap jabatan pada lembagalembaga tertentu, 

misalnya jabatan pada organisasi Internasional. 
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Pasal 23 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Dalam hal hubungan keluarga terjadi pada 2 (dua) orang atau lebih anggota 
Dewan Komisioner, hanya 1 (satu) orang yang dapat tetap menjabat 
sebagai anggota Dewan Komisioner. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Ayat (8) 
Risalah rapat paling sedikit memuat hari dan tanggal pelaksanaan rapat, 
pimpinan dan peserta rapat, agenda rapat, dan keputusan rapat. Dalam 
risalah rapat tersebut, dituangkan pendapat seluruh peserta rapat, baik 
yang menyatakan persetujuan, tidak memberikan persetujuan, atau tidak 
berpendapat terhadap materi yang diputuskan dalam rapat, disertai 
dengan alasannya. 

Ayat (9) 
Cukup jelas 
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Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Dewan Komisioner yang ditunjuk mewakili OJK, antara lain dalam 

pelaksanaan kerja sama antarinstansi dan hubungan internasional. 

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah badan, lembaga, institusi, atau 

orang, baik dari dalam maupun luar OJK. 

Ayat(3) 

Cukup jelas 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "membentuk organisasi" termasuk membentuk 

lembaga tertentu untuk antara lain mendukung kegiatan, pengembangan 

dan pembinaan pegawai dan pensiunan. Untuk tujuan ini, OJK dapat 

bekerja sama dengan lembaga lain. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "sekretariat" adalah organ di bawah Dewan 

Komisioner yang antara lain membidangi tugas umum, keuangan, sumber 

daya manusia, organisasi, serta hubungan masyarakat dan kelembagaan. 

Organ pendukung yang dibentuk oleh Dewan Komisioner diketuai atau 

dikoordinasikan oleh salah seorang anggota Dewan Komisioner 

berdasarkan rapat Dewan Komisioner. 

Yang dimaksud dengan "organ lain" antara lain komite remunerasi, komite 

manajemen risiko, serta komite teknologi informasi dan komunikasi. 

Ayat(3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pejabat dan pegawai OJK" adalah pejabat dan 

pegawai baik tetap maupun dipekerjakan. Pejabat OJK merupakan pejabat 

struktural ataupun fungsional di lingkungan OJK antara lain deputi 

komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. 

Ayat (2) 

Untuk mengefektifkan tugas dan wewenangnya, OJK dapat mempekerjakan 

pegawai negeri dari instansi lain atau dengan status lainnya. 
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Pegawai negeri yang bekena pada OJK dapat berstatus dipekerjakan atau 

status lainnya dalam rangka rnenunjang kewenangan OJK di bidang 

pemeriksaan, penyidikan, atau tugas-tugas yang bersifat khusus. Pegawai 

negeri tersebut antara lain berasal dari pejabat penyidik pegawai negeri 

sipil dan/atau Pejabat Penyidik Kepolisian. Hak dan kewajiban pegawai 

negeri tersebut disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai OJK. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "kepegawaian" mencakup antara lain 

pengangkatan, kepangkatan, jenjang karier, sistem remunerasi, 

pemberhentian, usia pensiun, tata cara mempekerjakan pegawai negeri, 

serta hak dan kewajiban lain pejabat dan pegawai OJK. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Dalam rangka penyelesaian pengaduan Konsumen, OJK dapat melakukan 

antara lain verifikasi dan pemeriksaan khusus atas pengaduan 

dimaksud.Cukup jelas. 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Hurufa 

Cukup jelas 

Hurufb 

Angka 1 

Yang dimaksud dengan "itikad tidak baik" adalah itikad tidak baik 

berdasarkan penilaian OJK. 

Angka 2 

Pengajuan gugatan dilakukan berdasarkan penilaian OJK bahwa 

pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan 

kerugian materi bagi Konsumen, masyarakat, atau sektor jasa 

keuangan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "pihak yang dirugikan" adalah pihak Konsumen 

dan/atau industri jasa keuangan karena pelanggaran peraturan perundang­ 

undangan di sektor jasa keuangan. Gan ti kerugian diberikan sesuai dengan 

nilai yang ditetapkan pihak yang berwenang. 

Pasal 31 
Cukup jelas 
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Pasal 32 
Ayat (1) 

Sejalan dengan praktik tata kelola yang baik, OJK merumuskan dan 

menerapkan kode etik. Kode etik antara laln memuat ketentuan rnengenal 

larangan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji dan ketentuan 

umum mengenai perilaku yang diharapkan dari anggota Dewan 

Komisioner, pejabat. dan pegawai OJK. Kode etik ini dievaluasi secara 

berkala. 

Pemberlakuan kode etik disesuaikan dengan tingkatan jabatan dan 

kewenangan dari setiap anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai 

OJK 
Pelanggaran kode etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu 

pelanggaran ringan, pelanggaran sedang. dan pelanggaran berat. 

Ayat(2) 

Cukup jelas . 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "rahasla" adalah sesuatu yang menurut peraturan 

perundang-undangan harus dirahasiakan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat[3) 

Setiap Orang yang mengetahul lnformasi yang bersifat rahasia karena 

kedudukannya misalnya, pejabat dari lembaga yang berkoordinasi atau 

bekerja sama dengan OJK. 

Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia karena 

profesinya misalnya, auditor, penilai, notaris, atau aktuaris di industri jasa 

keuangan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat [SJ 
Peraturan Dewan Komisioner mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan 

pengungkapan informasi ditetapkan dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

..... 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa 

keuangan" adalah Lembaga [asa Keuangan dan/atau orang perseorangan 

atau badan hukum yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 

Pemblayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang 

pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan 

kegiatan di sektor jasa keuangan. Penetapan besaran pungutan tersebut 

dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan 

OJK. 

Namun, pembiayaan OJK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat 

pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industrl jasa keuangan 

belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri, antara 

lain pada masa awal pembentukan OJK. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 35 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "kegiatan operasional" adalah kegiatan 

penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara lain 

pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan 

konsumen. 

Yang dimaksud dengan "kegiatan adrninistratif" antara lain meliputi 

kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, 

pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. 

Yang dimaksud dengan .. aser" adalah aset lancar dan aset nonlancar, antara 

lain persediaan, gedung. peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan 

kantor, serta infrastruktur teknologi informasi. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "standar yang wajar pada sektor [asa keuangan" 
adalah standar biaya yang lazim digunakan oleh sektor jasa keuangan atau 

regulator sektor jasa keuangan sejenis, baik domestik maupun 

internasional. Hal ini dtlakukan agar OJK dapat mengimbangi tuntutan dan 

dinamika sektor jasa keuangan, baik secara domestik maupun 

internasional. 

Yang dimaksud dengan "standar biaya umum" adalah standar biaya umum 

yang diberlakukan terhadap Kementerian dan Lembaga sebagaimana 

dimaksud dalarn peraturan perundangundangan yang terkait dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Yang dimaksud dengan "sistem remunerasi" antara lain sistem mengenai 
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penghasilan, asuransi dan dana pensiun, tunjangan, pesangon, dan imbalan 

prestasi. 

Ayat (3) 

Dana awal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

Jumlah dan peruntukannya berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam ha! ini adalah alat kelengkapan Dewan 

Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 36 
Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat" adalah alat kelengkapan 

Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan. 

Pasal37 
Ayat (1) 

Yang dlmaksud dengan "pungutan" antara lain pungutan untuk biaya 

perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, biaya pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian dan transaksi perdagangan 

efek. 

Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak dibiayai 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pungutan OJK digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional, administrasi dan pengadaan aset serta 

kegiatan pendukung lainnya untuk penyesuaian biaya-biaya dimaksud 

terhadap standar yang wajar di industri jasa keuangan. 

Yang dimaksud dengan "pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa 

keuangan" adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan 

atau badan yang melakukan kegiatan di sektor [asa keuangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (SJ 
Cukup jelas 

- 
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Ayat (6) 
OJK menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah yang memuat antara 
lain tata cara penetapan, jenis, besaran, waktu penagihan dan pembayaran 

pungutan, dan sanksi denda. 

Pasal 38 

Ayat(l) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 

Laporan kegiatan yang disusun OJK antara Jain memuat: 

a. pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada periode sebelumnya. 

b. rencana kebijakan, penetapan sasaran dan Jangkah-langkah 
pelaksanaan tugas dan wewenang OJK untuk periode yang akan datang. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "penjelasan" adalah penjelasan terkait pelaksanaan 

tugas dan wewenang OJK. 

Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat" adalah alat 

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan 

perbankan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (SJ 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Penyampaian laporan OJK kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan dan kinerja OJK 

selama tahun berjalan. 

Ayat (7) 

Penyusunan standar dan kebijakan akuntansi oleh OJK dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup Jelas. 

Ayat (10) 

Dalam rangka menyusun laporan keuangan yang terkait dengan 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

SETJEN DAN BK DPR RI 

1 6 0  



- 

- 

.... 

- 

,.. 

- 

- 

- 

.... 

.... 

- 

... 

pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

Dewan Komisioner harus memperhatikan peraturan perundang-undangan. 

Pasal39 
Tata cara koordinasi OJK dengan Bank Indonesia diatur bersarna antara OJK 
dan Bank [ndonesia. 

Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf I) 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha bank lainnya" antara lain adalah 

kartu kredit, kartu debit, dan internet banking. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan "systemically important bank" adalah suatu bank 

yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, atau 

kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan 

sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau 

keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara 

operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan 

atau gagal. 

Huruf f 

Cukup jelas 

Pasal 40 
Ayat [1) 

Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang 

OJK. Namun, dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan perneriksaan 

bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung 

terhadap bank tertentu yang masuk systemically important bank dan/atau 
bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang 

macroprudential. 

Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, 

pemberitahuan secara tertulis dimaksud paling sedikit memuat tujuan, 
ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan, 

Ayat(2] 

Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 41 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat(Z) 

Yang dimaksud dengan "langkah-langkah sesuai kewenangan Bank 

Indonesia" adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam 

menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort. Dalam 

menjalankan fungsi dimaksud, Bank Indonesia dapat melakukan 

pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara 

tertulis kepada OJK. 

Pasal 42 

Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. 

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya membutuhkan kegiatan pemeriksaan bank. Lembaga Penjamin 

Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bank dan tetap berkoordinasi 

dengan OJK terlebih dahulu. 

Lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan premi, posisi slmpanan bank, 

tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, dan 

kejahatan di sektor perbankan, 

Pasal 43 

Pada prinsipnya OJK membangun, memelihara dan mengembangkan sistem 

informasl sesuai dengan tugas dan kewenangnya. 

Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah bahwa sistem yang dibangun 

oleb OJK. Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan saling terhubung 

satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat sallng bertukar informasi dan 

mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (timely basis). 

Informasi tersebut meliputi lnformasi umum dan khusus tentang bank, 

laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau oleh OJK, dan informasi 

lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahaslaan informasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 44 
Ayat (1) 

Mentel'! KcuDnmu1. Guberour Bank lndonc$ila.. Ketu:, Dewan 

Komlsloner OIK. diln K�tua ll.ffiiln Komlslans:r Lembawi Peoiamln 

Shnoumm mas:iug·mus\n� ms::wltill Kemcotedan lieutu1'30. Bank 

lndo.P.1::&fa, OIK. dun Lcmbaga Peniamin Simpanao • 
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Avat(Z) 

Cakup;:rn kgrta. sumbcr dnva. ,t..m an�warno kcsfkreu1ri1mm 

dbt'-Pak.atl oleh seliau nn.r�u.tn. Forum Koardiwsl SlilblUtas Sl??tem 
Keuane:an, 

Avat (JJ 

Cukup jelas. 

Avat (4) 

Keputusan nm: dinmbJl Forum Kooniinasl Stt1bmrns- Slstcm 
kt11ane;an men�lkac sclundt anlt11<,,tn furu m,ll 

Pasal 45 
Ayat (l) 

Cukun ielas. 

Ayat (2) 

YilP� dlma�u<l.dcnsan "krlsis uada sin�m k,:u;,nimn" •ilalah kondlsJ 

s1stvm keuooa:nn van� :m,lah �a@I mcnlnhloka11 funW dw1 m:rdonra 

sccara e,fektif dalnm ocreko0Jl.01lan nasiorml vaug dlLunluhlrnn 

•l•um mrn1�un1Jmw bQil>a&�I lndlki!toc ckonpnit .d;rn kcu•!Ji@.ll 
antneil Jain herYlliJ k.s:::inllran Hkuldih1£. DJil.S.ilah .suJv:ablJitas. dan/alau 

paounrnao kCJlCrc.1vaan uuhlik terh:ttiilP ::d:item keuaru:nlli 

Ayat(3l 

Cukup ielas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (Sl 

l'i!og dimaksud d1mirou "l>ank 2•2a.r ndabh bank l'DUI: mcu�alaml 

kUuJitm keuno2,i,lo dan mtmbDhD\lllkon kelandllmmn 11:,ahonYil 

scrta dhwatnkau thlak dantt\ lQi:I di,,chatlran oleh OIK sesu:il di:011110 
kewenani3D yane dimiliklnva,22 

at Penjelasan Pasal 44 secara mutatis mutand;s dicabut dan dinyatakn tidak berlaku berdasarkan Pasal 
53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisls 
Sistem Keuanga n. 

a Penjelasan Pasal 45 secara mutatis muumdls dicabut dan dinyatakn tidak berlaku berdasarkan Pasal 
53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Pencegahan dan Penanganan Kris\s 
Sistem Keuangan. 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

SETJEN DAN BK DPR RI 

I 63 



- 

- 

- 

- 

..... 

- 

- 

- 

Pasal 46 
Ayat UJ 

Yan.e: dinmksml dc:nran "kt:wmcan nt.2nra"' ndali1h An��ra11 

Pcndapntnn dan Ds::lania. Ncuttru JJild:a StJ!lt k,:bliak,m furum 
Koordlni\sl Stabmoo Si:itcm Keutmli.im ditchllllt,m dtrn tillml 

dilaksanakan, 

Yema dilmdPmd den�n "Q,1wan Perw;ddJ;\n Kqkvm'" adalnh. alat 

kelen.eJG},gan Dewan Peicwi1klloa R;1ky;tt YilDI! o,t�mbidanei kcuommn 

dan 1Jecbankan. 

Ayat(2J 

Yoni: dJ,uak.<ud d�nlli!o "Dcwnn Prrwaldlan Rak)'Jlt" �dalah a!at 
kch:m�tramm Ps:wan Pcnvnkl!An Rakyat y,tna membld:lni;:·i hsrniln�an 
dan pecbankan, 

eeneaiuan pensctuluitn dfsmuoalkilll olch Mcnu.:d Kt::uan�;u1 :telaku 
koord.Joo1or FoomLKoordlnnsl Swbilim.s Sls11:01 Keu11mmn keuollil 

- 
P•Wilo l'erwak!Jnn Rakva\ llituJukon IUaf•YDK kcpada..Pimplnao al1u 
kelenafmoan De\'!BO Pw:wukURn RM)!;ll ,·ane mcrnbh.lilDld .kcuanaan 

dan perb,1nkao deagan u:mlm&an kc:m1da Plmainan Dcwon 

Perwakllan Rak.vat. Surat dinvatakan Wterima setelah dibacakan 

dal:am OlPal aleno nlal kclcm:k;m.•rn Ot:Wi!D ('eTWnkUao tt:Jto:at 

dimaksud,23 

Pasal 47 
Ayat (1) 

OJK dapat bekerja sama antara lain dengan: 

organisasi internasional seperti International Organization of Securities 

Commissions (!OSCO), International Organization of Pension 

Supervisors [IOPS), International Association of Insurance Supervisors 

(IAIS), organisasi pengawas dan pengatur perbankan internasional; dan 

Jembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, 

Islamic Development Bank (IDB), dan Financial Action Task Force on 

Money Laundering (FATFJ. 

Ayat (2) 

Pembiayaan terkait keanggotaan organisasi dibebankan dalam anggaran 

OiK. 

Ayat (3) 

Perjanjian internasional yang berdampak pada sistem keuangan nasional 
termasuk perjanjian internasional yang berdampak pada kepentingan 

13 Penjelasan Pasal 46 secara mucotis mucandis drcabut dan dinyatakn tidak berlaku berdasarkan Pasal 
53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Kri:s:is 
Sistem Keuangan. 
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nasional di bidang sumber daya manusia, pengendalian, dan kepemilikan di 
sektor jasa keuangan. 

Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat" adalah alat 

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan 

perbankan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat(SJ 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas, 

Hurufh 

Cukup jelas. 

Hurufi 

Yang dimaksud dengan "penegak hukum lain" antara lain kejaksaan, 

kepolisian, dan pengadilan. 
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Huruf ] 

Cukup jelas. 

Hurufk 

Cukup jelas. 

Hurufl 

Cukup jelas. 

Hurufm 

Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas . 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain kejaksaan, kepolisian 

dan pengadilan. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal53 
Cukup jelas. 

Pasal54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Ayat(l) 

Anggota Dewan Komisioner ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "masa jabatan S [lima) tahun" adalah masa jabatan 

anggota Dewan Komisioner selain anggota Dewan Komisioner Ex-officio 

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. 

Ayat[3) 

Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 
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Ayat (4) 

Dalam rangka memilih calon anggota Dewan Komisioner, Dewan 
Perwakilan Rakyat dapat meminta calon anggota Dewan Komisioner untuk 
melakukan presentasi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut 
visi, pengalaman, keahlian atau kemampuan, serta hal-hal yang berkaitan 
dengan moral dan akhlak anggota Dewan Komisioner. 
Yang dimaksud dengan "30 (tiga puluh) hari" tidak termasuk masa reses. 

Ayat (SJ 

Yang dimaksud dengan "selesainya proses pemilihan cal on anggota Dewan 
Komisioner" adalah sejak ditetapkannya di rapat paripurna Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Pasal 57 
Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "pejabat dan pegawai OJK" adalah pejabat dan 

pegawai OJK yang dialihkan dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penyampaian hasil persiapan dimaksud dilakukan segera setelah Dewan 
Komisioner ditetapkan. Dewan Kornisioner dapat melakukan kajian dan 
penyernpurnaan terhadap hasil persiapan dimaksud. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

- 

... 

- 

- 
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Pasal59 
Huruf a 

Cukup jelas 
Hurufb 

Pernbiayaan rencana kerja dan anggaran OJK bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan "pejabat dan pegawai OJK" adalah pejabat dan 



.... 

- 

- 

pegawai OJK yang dialihkan dari Bank Indonesia dan Sadan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan, dan dari 
rekrutmen secara terbuka. 
Pengangkatan jabatan pegawai OJK dilakukan dengan Surat Keputusan 
Dewan Komisioner . 

Huruf d 

Pengangkatan jabatan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner 
dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner. 

Huruf e 
Cukup jelas 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Keanggotaan ttm transisi berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian 

Keuangan dalam proporsi yang seimbang berdasarkan usulan Gubernur 
Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. 

Ayat[3) 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Ayat[l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, tim transisi 
dapat menggunakan pihak lain yang relevan atas biaya tim transisi. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (SJ 
Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat'' adalah alat 

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan 
perbankan. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 
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Pasal 63 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pejabat dan pegawai" adalah pejabat dan pegawai 

Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
di Kementerian Keuangan yang saat ini atau berpengalaman menangani 
pengaturan dan pengawasan perbankan, pasar modal, dan lembaga 

keuangan serta pejabat dan pegawai yang merniliki kualifikasi dan 

pengalaman yang memadai di bidang pengaturan dan pengawasan sektor 
jasa keuangan. 

Ayat[ZJ 
Usulan nama pejabat dan pegawai yang dialihkan atau dipekerjakan dari 

Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 

Kementerian Keuangan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang 

memadai mengenai pangkat, golongan, jabatan, bidang tugas, gaji dan 

tunjangan, pendidikan, pengalaman, keahlian, sasaran jabatan yang 
direkomendasikan, dan keterangan lain yang terkait. 

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan permintaan Ketua Dewan 

Komisioner" adalah kesesuaian jumlah, kualifikasi, pengalaman, dan 

sasaran Jabatan yang dibutuhkan dan diminta Ketua Dewan Komisioner. 

Ayat (3) 

Rekrutmen pejabat dan pegawai secara terbuka dimulai sejak 

ditetapkannya struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan rancang 

bangun infrastruktur OJK oleh Dewan Komisioner. 

Ayat (4) 

Penetapan pejabat dan pegawai yang diterima OJK tidak diartikan bahwa 

pejabat dan pegawai yang bersangkutan sudah dialihkan atau dipekerjakan 

menjadi pejabat dan pegawai OJK. Pejabat dan pegawai tersebut 
dinyatakan sebagai pejabat dan pegawai O)K sejak pengangkatan yang 

bersangkutan oleh Dewan Komisioner. Pejabat dan pegawai yang 

dipekerjakan tersebut berhak memilih menjadi pegawai tetap OJK. 

Pasal 64 
Ayat (1) 

Penetapan pejabat dan pegawai OJK dilakukan dengan Surat Keputusan 

Dewan Komisioner. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Hurufa 
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Penetapan jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberi 
kesempatan bagi OJK untuk melakukan proses rekrutmen untuk 
mengisi kekosongan dari pejabat dan pegawai yang tetap memilih 
status sebagai pegawai Kementerian Keuangan. 

Pejabat dan pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan yang tetap memilih sebagai pejabat dan 

pegawai Kementerian Keuangan dikembalikan ke Kementerian 
Keuangan pada akhir tahun pertama. 

Hurufb 

Penetapan jangka waktu 2 (dua) tahun dimaksudkan untuk memberi 
kesempatan bagi OJK untuk melakukan proses rekrutmen untuk 
mengisi kekosongan dari pejabat dan pegawai yang tetap memilih 
status sebagai pegawai Bank Indonesia. 

Pejabat dan pegawai yang berasal dari Bank Indonesia yang tetap 
memilih sebagai pejabat dan pegawai Bank Indonesia dikembalikan ke 
Bank Indonesia pada akhir tahun ketiga. 

Ayat(4) 

Yang dimaksud dengan "hak pejabat dan pegawai" antara lain hak atas 
pengakuan masa kerja, kepangkatan, pensiun, asuransi, penghasilan, 
tunjangan dan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 
yang telah menjadi hak pegawai yang bersangkutan. 

Sejak pejabat dan pegawai dari Bank Indonesia dan Sadan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan dipekerjakan di OJK, pejabat dan pegawai 

dimaksud rnerniliki hak yang distandardisasi berdasarkan Peraturan 
Dewan Komisioner. 

Hak pejabat dan pegawai setelah menjadi pejabat dan pegawai OJK 
selanjutnya rnengikuti ketentuan mengenai hak pejabat dan pegawai 
dengan ketenruan: 

a. Bank Indonesia tetap bertanggung jawab atas biaya yang timbul untuk 
rnernenuhi hak pejabat dan pegawai yang berasal dari Bank Indonesia, 

misalnya: pensiun, asuransi dan/atau tabungan hart tua, sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia. 

b. Kementerian Keuangan tetap bertanggung jawab atas biaya yang timbul 

untuk memenuhi hak pejabat dan pegawai yang berasal dari 

Kementerian Keuangan, rnisalnya: pensiun, asuransi dan/atau tabungan 
hari tua, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kementrian 
Keuangan. 

c. OJK bertanggung jawab atas biaya yang tirnbul untuk memenuhi 
kesetaraan hak pejabat dan pegawai yang berasal dari Bank Indonesia 
dan Kementerian Keuangan, dalam rangka mengikuti standardisasi hak 
pejabat dan pegawai di OJK. 

.... 

- 
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Pasal 65 
Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "kekayaan" dan "kekayaan negara" meliputi 
gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor, dan infrastruktur 
lainnya yang merupakan penunjang terselenggaranya kegiatan pengaturan 
dan pengawasan sektor jasa keuangan . 
Yang dimaksud dengan "dokumen" adalah data dan informasi baik dalam 
bentuk tertulis maupun elektronik yang dimiliki dan/atau digunakan dalam 
kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. 
Kekayaan dan dokumen Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan 
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang digunakan OJK 
adalah kekayaan dan dokumen yang digunakan untuk pengaturan dan 
pengawasan sektor jasa keuangan. Sedangkan kekayaan dan dokumen yang 
digunakan untuk pengaturan dan pengawasan perbankan tetapi juga 
diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya, 
digunakan secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "digunakan" 
adalah dapat dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara oleh OJK. 

Ayat (2) 

Keputusan bersama atau keputusan Menteri Keuangan, Gubernur Bank 
Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner antara lain keputusan mengenai 
jenis kekayaan, kekayaan negara, dan dokumen yang dapat digunakan, 
mekanisme penggunaan, status kepemilikan, dan tata cara penggunaan 
secara bersama-sama . 

Pasal 66 
Ayat (!) 

Cukup jelas. 

Ayat[Z) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar Dewan Komisioner dapat menjalankan 
fungsi, tugas, dan wewenangnya secara efektif pada saat fungsi, tugas, dan 
wewenang tersebut beralih ke OJK dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, 
dan Sadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 
Hal yang diinformasikan antara lain meliputi: 
a. pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, 

Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, 
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; 

b. kondisi terkini dan kecenderungan yang akan terjadi di Perbankan, 
Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, 
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; 

c. kejadian penting yang terkait dengan Perbankan, Pasar Modal, Usaha 
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 
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Keuangan Lainnya yang patut diketahui Dewan Komisioner; dan 
d. kebijakan strategis yang telah dan akan diambil oleh Bank Indonesia, 

Kementerian Keuangan, dan/atau Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat(4) 
Pembagian pembiayaan diatur bersama antara Pemerintah dan Bank 
Indonesia . 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Ayat (1) 

Hurufa 

Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang dialihkan ke OJK 

adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan 
microprudential sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini. Bank 
Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait 
macroprudential. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat(2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup ielas.24 

Ayat(4) 
Cukup jelas 

24 Penjelasan Pasal 69 ayat (3) secara mutatis mutandis dicabut dan dinyatakn tidak berlaku 
berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan 
Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 
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Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5253. 
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LAMPI RAN 

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI 

1. Pasal 1 angka 1 UU OJK 

Bahwa dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIJ/2014, MK memberikan pertimbangan 
hukum terhadap pengujian Pasal 1 angka 1 UU OJK sebagai berikut: 

[3.17.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan OJK tidak memiliki landasan konstitusional 
karena hanya mendasarkan pada Pasal 34 ayat (1) UU BI sehingga bertentangan 
dengan UUD 1945; 

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa 
pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari 
Pasal 34 UU BI yang menyatakan bahwa, "Tugas mengawasi Bank akan dilakukan 

oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan 

undang-undang". Meski tidak diperintahkan oleh UUD 1945 ha! tersebut tidak serta 
merta pembentukan OJK adalah inkonstitusional, karena pembentukan OJK atas 
perintah Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam 
Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan dinyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang­ 
Undang berisi perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang­ 

Undang. Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas 
perintah Undang-Undang tetapi memiliki constitutional importance, seperti Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 
39/199 9, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU 
32/2002, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan 
UU 5/1999, dan lain sebagainya. 

Mahkamah berpendapat bahwa persoalan pengaturan dan pengawasan di 
bidang perekonomian dan sektor keuangan baik yang bersifat macroprudential 

maupun micmprudential dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan 
pertumbuhan ekonomi yang semula disatukan dalam kewenangan bank sentral dan 

saat ini dilaksanakan oleh dua lembaga, in casu Bl dan OJK, merupakan kebijakan 
hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian 

pemisahan ataupun penggabungan kewenangan lembaga yang menyangkut 
macroprudential dan microprudential tersebut bukanlah merupakan persoalan 
konstitusionalitas; Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo 

tidak beralasan menurut hukum; 

[3.17.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan kata "independen" dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK 
tidak ditemukan pembenarannya secara konstitusional karena hanya bank sentral 

yang dilekatkan oleh Pasal 230 UUD 1945 yang memiliki independensi, sedangkan 

konsiderans UU OJK yang mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang 
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mengharuskan terintegrasi dengan sistem perekenomian rnenjadikan OJK tidak 
mungkin independen; 

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kata 
"independen" yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK merupakan amanat dari 
Pasal 34 ayat (1) UU Bl yang merupakan penjabaran dari Pasal 23D UUD 1945 
sehingga tidak menyalahi apabila pembentuk Undang-Undang melekatkan kata 
"independen" kepada OJK. Selain itu, kata "independen" yang terdapat dalam Pasal 
230 UUD 1945 pada dasarnya memiliki makna dan tujuan yang sama dengan kata 
''mandiri" sebagaimana yang diberikan kepada suatu komisi pemilihan umum [Pasal 
22E ayat (5) UUD 1945]. Lagi pula pada hierarki Undang-Undang, juga terdapat 
lembaga yang diberikan kata "independen" tan pa dikaitkan dengan pasal dalam UUD 
1945, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha [Pasal 30 ayat (2) UU 5/1999], 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 3 UU 30/2002], dan Komisi 
Penyiaran Indonesia [Pasal 7 ayat (2) UU 32/2002]; 

Bahwa oleh karena independensi OJ K merupakan penjabaran dari UU Bl, 
sedangkan independensi bank sentral berasal dari Pasal 230 UUD 1945 maka untuk 
memahami independensi OJK harus dikaitkan dengan independensi Bank Indonesia 
sebagai bank sentral. Independensi bank sentral dimaksudkan agar bank sentral 

memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang­ 
Undang dan keputusan-keputusan yang diambil dalam mencapai tujuannya 
tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan cabang-cabang kekuasaan 
negara lainnya. Dikaitkan dengan hal tersebut maka independensi OJK bukan 
berarti OJK dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan pembentukan OJK 
telah ditentukan dalam UU OJK, di antaranya dalam Pasal 4 UU OJK disebutkan 
bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa 
keuangan terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu 

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan 
mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan tujuan 
pembentukan OJK yang langsung berkenaan dengan bidang ekonomi, maka sudah 
tepat Pasal 33 UUD 1945 dijadikan sebagai dasar hukum kewenangan 
pembentukan UU OJK; 

Terkait dengan dijadikannya Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum 
kewenangan pembentukan UU OJK sehingga mengurangi independensi OJK, 
menurut Mahkamah, UU OJK telah mencantumkan secara jelas dan tegas aspek 
independensi OJK yang dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang 
dilakukan oleh OJK bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak 
manapun dan untuk mencegah benturan kepentingan dengan pelaku jasa industri 
keuangan yang diawasinya. Dengan demikian tidak relevan mempersoalkan dasar 
hukum kewenangan pembentukan UU OJK, khususnya Pasal 33 UUD 1945, dengan 
persoalan independensi OJK. 

Bahwa aspek independensi OJK dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum 

- 
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UU OJK dirnana OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang 
baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, 
dan kewajaran. 

Dalam Penjelasan Umum UU OJK dinyatakan antara lain, "Secara kelembagaan, 
Otoritas jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas 
jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak 
menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada 
hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang 
memiliki relasi dun keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, du/am ha/ inf otoritas 
fiskal don moneter. Oleh karena itu, /embaga inf melibatkan keterwakilan unsur­ 
unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio. Keberadaan Ex-officio ini 
dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebi;"akan di 
bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan." Menurut Mahkamah, penjelasan 
demikian harus dimaknai tetap ada kaitannya dengan pemerintah, sebab semua 
urusan yang diberikan kepada OJ K tidak dapat dilepaskan dengan urusan 
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga OJK bukanlah bagian yang dipisahkan 
dari negara yang karenanya seakan-akan OJK merupakan negara dalam negara. Hal 
demikian juga terbukti dari adanya unsur- unsur perwakilan pemerintah di OJK 
serta koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan dengan lembaga-lembaga 
lain. 

Pasal 10 ayat (4) UU OJK menentukan susunan Dewan Komisioner OJK di 
antaranya terdiri atas seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang 
merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan seorang anggota Ex· 
officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setmgkat eselon I 
Kementerian Keuangan. Demikian juga dalam pembentukan Forum Koordinasi 
Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), salah satu anggota merangkap koordinator 
adalah Menteri Keuangan [Pasal 44 ayat (!) UU OJK). Dengan masuknya unsur 
pemerintah baik dalam Dewan Komisioner OJK maupun FKSSK menunjukkan 
independensi OJK tidak bersifat mutlak. 

Selain itu, pembatasan terhadap independesi OJK juga dapat dilihat dari adanya 
kewajiban OJK menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya 
kepada Dewan Perwaki!an Rakyat (DPR), laporan keuangan OJK diaudit oleh Sadan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK, 

serta adanya anggota Dewan Audit dan Komite Etik yang juga berasal dari eksternal 
OJK. 

Dengan demikian, pemaknaan "independen" bagi OJK sudah secara jelas dan 
tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah, frasa "don bebas dari 
campur tangan pihak lain" yang mengikuti kata "independen" dalam Pasal 1 angka 1 
UU OJK tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata 
"independen" sebagaimana dijelaskan di atas. Independensi OJK tidaklah bersifat 

mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

SETJEN DAN BK DPR RI 
1 7 6  



- 

.... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

dalam UU OJK itu sendiri. 

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil 

para Pemohon a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian; 

[3.17.3] Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa fungsi OJK dalam rnengatur dan mengawasi 

sektor jasa keuangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 UU OJK tidak memiliki 

Jandasan konstitusional dan menimbulkan penumpukan kewenangan di dalam OJK 

serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Bl dan OJK karena adanya 

pemisahan aspek microprudentwl yang menjadi wewenang OJK dan aspek 
macroprudential yang menjadi wewenang Bl. 

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa memang 

pada awalnya pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK dalam 

Penjelasan Pasal 34 UU Bl Tahun 1999 tidak termasuk fungsi pengaturan. Namun 

demikian dalam perkembangannya, yakni dalam Penjelasan Pasal 34 UU Bl Tahun 

2004, pengecualian ini tidak diatur atau dinyatakan perubahannya. Dengan kata 

lain pembentuk Undang-Undang bukan hanya mengalihkan fungsi pengawasan 

namun juga fungsi pengaturan kepada OJK karena sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 35 UU Bl Tahun 1999 bahwa, "Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) be/um dibentuk, tugas pengaturan dan 

pengawasan bank di/aksanakan a/eh Bank Indonesia." Dengan demikian tugas 

pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh BI pada hakikatnya bersifat 

sementara. 

Demikian juga mengenai sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi di 

dalam satu lembaga. menurut Mahkamah didasarkan pada pengalaman adanya 

krisis keuangan yang pernah terjadi di Indonesia, struktur dan sistem keuangan 

yang saat ini berlaku, dan best practice di beberapa negara menjadi alasan 

pembentuk undang-undang menilai bahwa yang paling sesuai dengan Indonesia 

adalah model unified supervisory model, yakm suatu sistem pengaturan dan 

pengawasan industri jasa keuangan yang terintegrasi di dalam suatu lembaga 

tunggal yang kemudian dinamakan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU OJK, 

sehingga menurut Mahkamah trdak dapat dikatakan adanya penumpukan 

kewenangan, akan tetapi hal tersebut semata-mata merupakan pilihan kebijakan 

hukum dari pembentuk Undang-Undang. Pilihan kebijakan hukum dari pembentuk 

Undang-Undang tersebut menurut Mahkamah justru mendapat legitimasi 

konstitusional dari Pasal 230 UUD 1945 karena pasal tersebut menentukan di 

antaranya pengaturan mengenai kewenangan bank sentral diserahkan kepada 

pembentuk Undang-Undang sehingga pengalihan kewenangan atau fungsi bank 

sentral yang oleh pembentuk Undang-Undang dinamakan Bank Indonesia (BI) 

kepada lembaga lain rnerupakan open legal policy dari pembentuk Undang- Undang. 

Adapun terkait dalil tentang adanya turnpang tindih kewenangan, menurut 
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Mahkamah UU OJK telah menentukan secara jelas dan tegas kewenangan BI yang 
bera1ih menjadi kewenangan OJK, di antaranya dalam Pasal 7 UU OJK yang dalam 

Penjelasannya menentukan pembagian kewenangan antara BI dan OJK, yaitu bahwa 
"Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati­ 

hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan 

microprudentialyang menjadi tugas dun wewenang OJK Adapun lingkup pengaturan 

don pengawasan macroprudential, yakni pengawasan se/ain yang diatur dalam pasa/ 

inf, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan 

pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan 

himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan." 

Meskipun telah ada pembagian kewenangan tersebut, menurut Mahkamah ke 

depan pembentuk Undang-Undang perlu melakukan pengaturan secara jelas dan 

tegas atas lingkup macroprudential oleh BI melalui perubahan UU Bl sehingga tidak 
menimbulkan problem implementasi UU OJK. Selain itu, untuk menghindari 

tumpang tindih kewenangan pengawasan sektor Perbankan antara OJK dan Bl, 

menurut Mahkamah perlu segera dibangun sarana pertukaran informasi secara 

terintegrasi oleh ketiga lembaga di sektor Perbankan (OJK, BI, dan LPS) 

sebagaimana diamanatkan Pasal 43 UU OJK sehingga memungkinkan setiap 

institusi untuk saling bertukar informasi dan mengakses informasi yang dibutuhkan 
setiap saat dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasian informasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 

demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut 

hukum. 
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